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Abstract: This study aims to evaluate the performance of village officials in delivering 

public services in Gagakan Village, Sambong District, Blora Regency. The main focus 

is to assess the extent to which village officials carry out their duties and functions, 

and to identify factors that influence their performance. This research employs a 

descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth 

interviews, and documentation. The informants include the Village Head, Village 

Secretary, Head of General Affairs, and community members who receive village 

services. The results show that the performance of village officials in terms of work 

discipline, responsibility, and effectiveness has not yet been optimal. Several obstacles 

were identified, such as a lack of understanding of their main duties and functions, 

limited capacity to complete tasks in a timely manner, and low levels of discipline 

among some officials. Moreover, the working relationships and communication 

among village officials have yet to be built in a synergistic manner. The discussion 

highlights the importance of enhancing human resource capacity, stricter supervision, 

and clear task distribution. The study concludes that the performance of village 

officials has not fully met expectations in providing effective and efficient public 

services. It is recommended that the village government conduct regular training, 

clarify the organizational work structure, and foster a strong work ethic among village 

officials. Future research is expected to explore external factors such as regional 

policy and community involvement in supporting the improvement of village officials’ 

performance. The implications of this study highlight the importance of improving 

human resource capacity, fostering work discipline, and enhancing management 

systems and communication among village officials to support more effective and 

efficient public services. 

 

Kata Kunci: 

Perangkat Desa, 

Pelayanan Publik, 

Evaluasi Kinerja, Tata 

Kelola Pemerintahan 

Desa. 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perangkat desa dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Gagakan, Kecamatan Sambong, 

Kabupaten Blora. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana 

perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, serta masyarakat yang 

menerima pelayanan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perangkat 

desa dalam aspek disiplin kerja, tanggung jawab, dan efektivitas masih belum optimal. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap 

tugas pokok dan fungsi, keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 

secara tepat waktu, serta masih rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian perangkat 

desa. Selain itu, hubungan kerja dan komunikasi antarperangkat desa juga belum 

terbangun secara sinergis. Pembahasan menggarisbawahi pentingnya peningkatan 

kapasitas SDM, pengawasan yang lebih ketat, serta pembagian tugas yang jelas dan 

terstruktur. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja perangkat desa belum 

sepenuhnya memenuhi harapan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa melakukan pelatihan rutin, 

memperjelas struktur organisasi kerja, dan menumbuhkan etos kerja yang kuat di 
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kalangan perangkat desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih 

dalam faktor-faktor eksternal seperti kebijakan daerah dan peran masyarakat dalam 

mendukung peningkatan kinerja aparatur desa. Implikasi dari penelitian ini 

menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan 

disiplin kerja, serta perbaikan sistem manajemen dan komunikasi antarperangkat desa 

guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. 

Pendahuluan 

Kinerja perangkat desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas 

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa, 

yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bertanggung jawab dalam menjalankan 

administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Bender, 2016). Kinerja 

yang optimal dari perangkat desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam 

tata kelola pemerintahan desa (Suryono, 2020). Selain itu, perangkat desa juga berperan 

dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat 

diimplementasikan dengan baik di tingkat desa (Sedarmayanti, 2001). Dengan demikian, 

kinerja perangkat desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa yang 

berkelanjutan (Rahmawati & Susanto, 2021). 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus 

mendorong penguatan kapasitas perangkat desa melalui berbagai kebijakan strategis guna 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat desa. Salah satu 

upaya tersebut diwujudkan melalui program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan 

Desa (P3PD) yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa melalui 

kegiatan pelatihan, pendampingan, serta penyediaan sarana kerja yang memadai. Di 

samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan 

pentingnya sikap profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik 

di desa. Berbagai kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam 

memposisikan desa sebagai garda depan pembangunan nasional dan menyoroti 

kebutuhan untuk terus mendorong peningkatan kinerja aparatur desa agar lebih efektif 

dan bertanggung jawab. 

 Namun, dalam praktiknya, banyak desa menghadapi berbagai tantangan dalam 

mengoptimalkan kinerja perangkat desa, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, 

kurangnya disiplin kerja, serta minimnya inisiatif dalam menyelesaikan tugas secara 

mandiri (Robbins, 2006). Keterbatasan ini sering kali menghambat efektivitas pelayanan 

publik dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas di lingkungan kerja 

perangkat desa (Arifin, 2018). Menurut Putra (2021), kinerja perangkat desa sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal seperti kompetensi individu dan motivasi kerja, serta 

faktor eksternal seperti dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, 

rendahnya tingkat pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa juga 

menjadi faktor utama yang menghambat kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas 

administratif dan pelayanan publik (Widodo, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Nasution dan Rahayu (2022), yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan secara 
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berkala berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perangkat desa. 

 Kinerja perangkat desa dalam konteks pelayanan publik juga dipengaruhi oleh 

kualitas kepemimpinan kepala desa. Menurut penelitian Sari et al. (2020), kepemimpinan 

yang efektif dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih kondusif dan profesional. Selain itu, budaya kerja yang dibangun dalam 

organisasi pemerintahan desa berperan penting dalam menentukan efektivitas perangkat 

desa dalam menjalankan tugasnya (Susanto, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan, pengawasan yang lebih ketat, serta insentif 

berbasis kinerja menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Desa Gagakan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, merupakan salah satu 

desa yang masih mengalami kendala dalam kinerja perangkat desa. Berdasarkan 

observasi selama satu tahun terakhir, ditemukan berbagai permasalahan seperti tumpang 

tindih tugas, rendahnya disiplin kerja, kurangnya kompetensi pegawai, serta 

ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan (Sugiyono, 2017). 

Ketidakefektifan dalam alur kerja menyebabkan pelayanan masyarakat sering mengalami 

keterlambatan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah 

desa. Beberapa perangkat desa juga tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai, 

misalnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk administrasi, yang merupakan 

salah satu aspek penting dalam modernisasi pelayanan publik di desa (Mangkunegara, 

2020). Selain itu, menurut Nasution (2022), digitalisasi dalam administrasi desa menjadi 

kebutuhan mendesak agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan 

transparan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perangkat desa Gagakan 

berdasarkan lima aspek utama, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, 

kemampuan, dan komunikasi. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja perangkat desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa serta kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk 

memahami fenomena kinerja perangkat desa secara mendalam (Moleong, 2017). Lokasi 

penelitian dilakukan di Kantor Desa Gagakan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, 

dengan pertimbangan bahwa desa ini masih menghadapi berbagai permasalahan terkait 

kinerja perangkat desa, seperti tumpang tindih tugas, rendahnya disiplin kerja, kurangnya 

kompetensi pegawai, serta ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi kerja 

perangkat desa. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, satu anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), serta tiga orang dari elemen masyarakat sebagai pengguna 
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layanan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen administratif 

desa, struktur organisasi, serta hasil evaluasi dari dinas terkait. 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih 

informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait kinerja perangkat desa 

(Sugiyono, 2017). Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan 

Saldana, yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan untuk memastikan validitas 

dan reliabilitas temuan penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Desa Gagakan adalah salah satu dari sepuluh desa yang terletak di ibu kota 

Kecamatan Sambong, dengan luas wilayah 4,29 km². Secara geografis, desa ini berada di 

dataran rendah, dengan sebagian besar lahannya berupa lahan pertanian. Sisanya 

diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran, dan penggunaan lainnya. Desa 

Gagakan terletak pada ketinggian ±56 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduknya 

terdiri dari 954 laki-laki dan 910 perempuan, total 1.864 jiwa atau 640 kepala keluarga, 

dengan kepadatan penduduk 405 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2023). 

Kualitas Kerja (Quality of Work) 

 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Gagakan, terdapat dua jabatan yang 

kosong dan dua perangkat desa yang sudah berusia lanjut, sehingga tugas-tugas mereka 

sering dialihkan kepada perangkat desa yang lebih muda. Kondisi ini menyebabkan beban 

kerja tidak merata, di mana perangkat desa yang lebih muda harus menanggung tanggung 

jawab tambahan yang seharusnya menjadi kewajiban pegawai yang posisinya kosong 

atau mendekati masa pensiun. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan 

tugas yang dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

 Sekretaris Desa menambahkan bahwa masih banyak perangkat desa yang bekerja 

tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, menyebabkan tumpang 

tindih pekerjaan dan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengelolaan tugas di desa belum berjalan optimal, terutama dalam 

penentuan peran dan tanggung jawab setiap perangkat desa. Menurut penelitian oleh 

Prasetyo (2022), ketidaksesuaian pembagian tugas dalam organisasi pemerintahan desa 

dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan menurunkan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan publik. 

 Observasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja 

perangkat desa dinilai kurang memuaskan. Contohnya, terjadi kesalahan dalam 

pengetikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada surat pengantar KTP, sehingga 

warga harus kembali ke kantor desa untuk perbaikan. Kesalahan ini mencerminkan 

kurangnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi desa, yang pada akhirnya dapat 

memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Studi 

yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) juga menemukan bahwa kesalahan administratif 
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dalam layanan publik sering kali menjadi indikator rendahnya kualitas kerja aparatur desa 

dan kurangnya sistem pengawasan yang efektif. 

 Menurut Robbins (2006), kualitas kerja merupakan penilaian dari persepsi 

pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas yang 

diselesaikan terkait dengan keterampilan dan kemampuan pegawai. Dalam konteks Desa 

Gagakan, terlihat bahwa beberapa pegawai belum memiliki komitmen atau tanggung 

jawab terhadap penyelesaian pekerjaan, seperti melemparkan pekerjaan kepada pegawai 

lain, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, belum terlihat adanya 

perbaikan mutu dalam penyelesaian pekerjaan.  

Keterkaitan antar aspek kinerja perangkat desa tampak saling memengaruhi satu 

sama lain. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kemampuan kerja berdampak 

langsung pada rendahnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas serta menurunnya 

kualitas pelayanan yang diberikan. Ketidaktahuan terhadap prosedur administratif dan 

teknis tertentu menyebabkan perangkat desa mengalami kesulitan dalam menjalankan 

tanggung jawabnya secara efisien. Hal ini juga berpengaruh pada aspek kedisiplinan, 

karena ketika perangkat merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, motivasi kerja 

pun cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan tidak 

hanya penting untuk mengasah keterampilan teknis, tetapi juga berperan dalam 

membentuk sikap kerja yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. 

 Penelitian oleh Setiawan dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa kualitas kerja 

perangkat desa sangat dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi. Studi 

di Desa Parijatah Kulon juga mengungkap bahwa kurangnya pelatihan menyebabkan 

rendahnya kualitas kerja perangkat desa (Setiawan & Hidayat, 2021). Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) menegaskan bahwa perangkat desa yang 

mengikuti pelatihan secara berkala memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal akurasi 

administratif dan efisiensi layanan dibandingkan dengan perangkat yang tidak 

mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas kerja perangkat 

desa di Desa Gagakan, diperlukan sistem pelatihan yang berkelanjutan guna memastikan 

bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

Ketepatan Waktu (Promptness) 

 Wawancara dengan Kepala Desa Gagakan mengungkapkan bahwa ketepatan 

waktu dalam penyelesaian pekerjaan masih menjadi kendala. Pembangunan fisik 

biasanya selesai tepat waktu, namun administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sering 

mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara 

realisasi anggaran dan pelaporan keuangan desa, yang berpotensi menimbulkan masalah 

dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian oleh Rahman dan 

Sutrisno (2021), keterlambatan dalam administrasi keuangan desa dapat berdampak 

negatif pada transparansi dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, serta menurunkan 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. 
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 Sekretaris Desa menambahkan bahwa keterlambatan juga terjadi dalam 

pelaksanaan tugas administrasi, pelaporan program kerja, dan pelayanan masyarakat. 

Laporan pertanggungjawaban sering kali belum selesai sesuai jadwal saat ada 

pemeriksaan dari dinas terkait. Penyebab utama keterlambatan ini adalah kurangnya 

disiplin dan koordinasi antarperangkat desa. Disiplin kerja yang rendah menyebabkan 

pegawai sering menunda pekerjaan, sehingga banyak tugas administratif yang dikerjakan 

mendekati tenggat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kesalahan dalam 

penyelesaian tugas. 

Menurut Sedarmayanti (2001), ketepatan waktu dalam bekerja sangat penting 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Namun, di Desa Gagakan, masih 

terdapat ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Keterlambatan pekerjaan sering 

terjadi akibat rendahnya disiplin kerja perangkat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian 

oleh Wicaksono dan Kartika (2019), yang menunjukkan bahwa rendahnya disiplin 

pegawai desa merupakan faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam 

penyelesaian tugas administratif. Kurangnya pengawasan dari pimpinan juga menjadi 

penyebab keterlambatan dalam berbagai aspek pemerintahan desa. 

 Penelitian yang dilakukan di Desa Moncongloe Lappara menunjukkan bahwa 

ketepatan waktu memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, 

dengan tingkat pengaruh sebesar 50%, yang dikategorikan sangat berpengaruh (Arifin, 

2020). Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian lain oleh 

Susanto et al. (2022) juga mengungkap bahwa desa dengan sistem monitoring dan 

evaluasi kinerja yang baik cenderung memiliki tingkat ketepatan waktu yang lebih tinggi 

dalam penyelesaian tugas administratif, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi 

layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi 

kinerja perangkat desa, serta pelatihan disiplin kerja dan manajemen waktu agar ketepatan 

waktu dalam penyelesaian pekerjaan dapat meningkat. 

 

Inisiatif (Initiative) 

 Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa cenderung bekerja 

hanya setelah mendapat instruksi. Bahkan, beberapa pekerjaan baru dilakukan setelah ada 

teguran dari kecamatan. Sekretaris Desa menambahkan bahwa banyak perangkat desa 

yang masih kurang memiliki inisiatif dalam menyelesaikan tugas. Mereka cenderung 

menunggu perintah dari atasan, sehingga menunjukkan tingkat ketergantungan yang 

tinggi. Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat inisiatif dalam bekerja, yang 

berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi pelayanan publik di desa. 

 Inisiatif dalam bekerja adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas 

kinerja dalam organisasi, termasuk dalam lingkungan pemerintahan desa. Menurut 

penelitian oleh Santoso dan Wibowo (2019), inisiatif dalam bekerja dipengaruhi oleh 

motivasi kerja dan lingkungan organisasi. Organisasi yang memiliki budaya kerja yang 

mendukung kemandirian pegawai cenderung menghasilkan perangkat desa yang lebih 

proaktif. Dalam hal ini, pegawai merasa diberdayakan untuk mengambil keputusan dan 
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bertindak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka, tanpa harus menunggu instruksi 

dari atasan (Santoso & Wibowo, 2019). Hal ini sejalan dengan teori motivasi yang 

mengemukakan bahwa individu yang merasa dihargai dan diberi otonomi dalam 

pekerjaan mereka akan lebih termotivasi untuk menunjukkan inisiatif (Ryan & Deci, 

2000). 

 Budaya organisasi yang mendukung inisiatif adalah salah satu elemen penting 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Robbins (2019) menekankan bahwa 

budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan membentuk 

nilai dan norma yang mendukung perilaku produktif. Sebaliknya, organisasi yang tidak 

memiliki budaya yang mendukung kemandirian dan inisiatif cenderung mengalami 

keterlambatan dalam pelaksanaan tugas, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas 

pelayanan publik. Penelitian oleh Junaidi dan Simamora (2017) menunjukkan bahwa 

rendahnya dukungan terhadap pengambilan keputusan mandiri oleh pegawai dapat 

menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap instruksi atasan dan memperlambat 

laju kinerja organisasi. 

 Temuan di Desa Gagakan juga mengkonfirmasi hal tersebut. Di desa ini, budaya 

kerja yang kurang mendukung inisiatif menyebabkan lambannya proses administrasi dan 

kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun perangkat desa memiliki 

kemampuan teknis dalam pekerjaan mereka, kurangnya inisiatif menyebabkan mereka 

lebih banyak menunggu instruksi daripada proaktif dalam menyelesaikan tugas. Hal ini 

berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang seharusnya dapat lebih 

cepat dan efisien jika perangkat desa lebih mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan 

mereka (Junaidi & Simamora, 2017). 

 Untuk memperbaiki kondisi ini, penting bagi kepala desa dan pimpinan lainnya 

untuk mengembangkan budaya organisasi yang lebih mendukung kemandirian dan 

inisiatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada 

perangkat desa dalam pengambilan keputusan, sekaligus memberikan pelatihan dan 

pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

menyelesaikan tugas secara mandiri (Luthans, 2011). Selain itu, pemberian umpan balik 

yang konstruktif dan penghargaan bagi perangkat desa yang menunjukkan inisiatif dapat 

memperkuat budaya kerja yang proaktif dan berdampak positif pada kualitas pelayanan 

publik di desa. 

 

Kemampuan (Capability) 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua BPD, diketahui bahwa 

dari tujuh perangkat desa, dua perangkat belum memiliki keterampilan dalam 

mengoperasikan komputer. Hal ini disebabkan oleh faktor usia mereka yang mendekati 

masa pensiun, sehingga tugas-tugas administrasi sering dialihkan ke perangkat lain yang 

lebih muda. Fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan 

teknologi informasi di lingkungan pemerintahan desa, yang mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas pelayanan administrasi. Jika kita telaah menggunakan teori Sedarmayanti 

(2001) mengenai aspek kinerja, kemampuan mengacu pada kompetensi individu dalam 
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melaksanakan tugas, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang 

relevan. Dalam hal ini, keterampilan dalam mengoperasikan teknologi, khususnya 

komputer, menjadi bagian penting dari kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan 

tugas administratif yang semakin berbasis teknologi. Menurut Sedarmayanti (2001), 

kinerja pegawai tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kecocokan 

antara keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan. Dalam konteks Kantor 

Desa Gagakan, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer menyebabkan 

ketidakmampuan beberapa perangkat desa untuk menjalankan tugas administratif yang 

mengandalkan perangkat digital, seperti pengelolaan data dan pelaporan berbasis sistem 

komputer. 

 Penelitian oleh Prasetyo (2022) menegaskan bahwa pelatihan teknologi informasi 

bagi perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja. Studi ini 

menunjukkan bahwa perangkat desa yang mendapatkan pelatihan komputer secara rutin 

mengalami peningkatan produktivitas hingga 70% (Prasetyo, 2022). Hal ini 

mengindikasikan bahwa investasi dalam pelatihan teknologi informasi dapat memberikan 

dampak signifikan terhadap kemampuan pegawai desa dalam menjalankan tugas mereka. 

Dalam hal ini, pelatihan komputer dapat meningkatkan efisiensi administrasi, 

mempercepat pengolahan data, dan mengurangi ketergantungan pada perangkat lain yang 

lebih muda. 

 Lebih lanjut, penelitian oleh Hadi dan Sari (2020) menunjukkan bahwa pemberian 

pelatihan kepada pegawai pemerintah desa yang kurang familiar dengan teknologi dapat 

memperbaiki keterampilan mereka dalam menggunakan perangkat lunak administrasi 

dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan informasi 

yang diperlukan dalam pekerjaan sehari-hari. Pelatihan semacam ini tidak hanya 

meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 

kemandirian pegawai dalam menyelesaikan tugasnya (Hadi & Sari, 2020). Oleh karena 

itu, pelatihan komputer menjadi salah satu strategi penting yang perlu diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa, khususnya dalam hal administratif yang 

berbasis teknologi. 

 

Komunikasi (Communication) 

 Menurut Sedarmayanti (2001), komunikasi dalam organisasi mencakup tiga 

komponen utama, yaitu kejelasan informasi, keefektifan penyampaian pesan, dan umpan 

balik yang diterima. Ketiga komponen ini memainkan peran penting dalam menentukan 

kualitas hubungan kerja serta produktivitas organisasi secara keseluruhan. Kejelasan 

informasi membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman, 

sementara penyampaian pesan yang efektif memastikan bahwa informasi diterima dengan 

baik oleh penerima pesan. Umpan balik yang diterima memberikan kesempatan untuk 

evaluasi dan perbaikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi kerja dan 

kualitas layanan dalam organisasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, komunikasi perangkat desa di 

Kantor Desa Gagakan dinilai cukup baik. Informasi yang diberikan terkait kelengkapan 
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berkas administrasi sangat jelas, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen tanpa 

kebingungan. Selain itu, proses pengurusan dokumen kependudukan berjalan dengan 

cepat dan efisien. Beberapa layanan administrasi bahkan dapat diselesaikan langsung di 

kantor desa tanpa harus ke Kantor Dukcapil Blora, yang menunjukkan adanya 

peningkatan dalam efisiensi layanan publik di tingkat desa. Komunikasi yang efektif ini 

tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan 

antara perangkat desa dan warga desa. 

 Studi oleh Wahyuni (2020) menemukan bahwa efektivitas komunikasi perangkat 

desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin 

baik komunikasi yang diterapkan oleh perangkat desa, semakin tinggi tingkat kepuasan 

masyarakat dalam mengakses layanan desa. Penelitian ini sejalan dengan teori 

komunikasi organisasi yang menyatakan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif dalam 

suatu organisasi tidak hanya memperlancar operasional tetapi juga meningkatkan 

hubungan yang baik antara penyedia layanan dan penerima layanan (Wahyuni, 2020). 

Dalam konteks Desa Gagakan, komunikasi yang jelas dan terstruktur terkait prosedur 

administrasi memberi dampak positif bagi kepuasan masyarakat. 

 Lebih lanjut, penelitian oleh Suryadi dan Utami (2018) menunjukkan bahwa 

pengelolaan komunikasi yang baik dalam organisasi pemerintahan lokal dapat 

mengurangi potensi miskomunikasi yang sering terjadi dalam penyampaian informasi 

kepada masyarakat. Dalam hal ini, perangkat desa yang mampu menyampaikan informasi 

secara transparan dan tepat waktu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa. Komunikasi yang terbuka ini menciptakan hubungan yang lebih 

harmonis antara aparat desa dan masyarakat, yang pada akhirnya mempercepat proses 

administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif (Suryadi & Utami, 2018). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi di Kantor Desa Gagakan 

cukup baik dan telah mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Kejelasan 

informasi yang disampaikan perangkat desa membantu masyarakat dalam memahami 

proses administrasi dengan lebih mudah. Selain itu, efektivitas komunikasi ini juga 

mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, 

sebagaimana diungkapkan dalam berbagai penelitian yang relevan. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis kinerja perangkat Desa Gagakan, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas kerja, ketepatan waktu, dan inisiatif masih perlu diperbaiki. Tumpang tindih 

pekerjaan, kurangnya pemahaman tupoksi, keterlambatan dalam pelaporan, serta 

kurangnya inisiatif menunjukkan adanya masalah dalam pembagian tugas dan disiplin. 

Beberapa perangkat juga belum memiliki keterampilan teknis dasar, seperti 

mengoperasikan komputer. Meskipun komunikasi eksternal dengan masyarakat cukup 

baik, komunikasi internal antar perangkat perlu diperkuat. Saran yang direkomendasikan 

agar kinerja perangkat desa meningkat yaitu dilakukan pelatihan rutin terkait tupoksi dan 

manajemen waktu, serta penerapan sistem monitoring untuk memastikan ketepatan waktu 

penyelesaian tugas. Penghargaan bagi perangkat yang menunjukkan inisiatif dan 
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pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis juga penting. Regenerasi perangkat desa 

dengan melibatkan tenaga muda dan penguatan komunikasi internal melalui rapat 

koordinasi dapat membantu memperbaiki koordinasi dan kinerja secara keseluruhan. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik di Desa Gagakan dapat lebih 

efektif dan efisien. 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja 

perangkat desa harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan dan praktik 

pemerintahan desa. Temuan penelitian menggarisbawahi perlunya kebijakan pelatihan 

yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil perangkat desa agar mereka mampu 

menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, praktik pengelolaan pemerintahan desa 

perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang lebih jelas, sistem evaluasi kinerja yang 

terstruktur, serta pembinaan yang konsisten. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan 

aktif dalam mendampingi desa melalui supervisi reguler dan penyediaan sumber daya 

pendukung yang memadai guna memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang 

efektif, efisien, dan akuntabel. 
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